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Peraturan Pemerint
ntah Nomor 12 Tahun 2
0 .
gzngiwa;an PFny61cnggaraan Pemerint a11';7 tentang Pembinaan dan
Leg-;ba cpublik Indonesia Tahun 2017 3113: Daerah (Lembaran
aran Negara Republik Indonesia Nomor 60 ‘?;T)lf)r 73, Tambahan

Peraturan Menteri Pendidi i
ikan Nasional No
Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuanrllolgea;xgd;'l;h%ll::nn § 007Ftenta_ng
on Formal;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 t al
angg.

07 Desember 2007 tentan
Pemerintah Daerah; g Standar Pengelolaan Pendidikan oleh

Ilzrzlzziragxz h'g;:lx;lteri 212’)eadidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
e e un tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016

tentang Pembentukan d
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lcmbar:ix1
Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
BANGKA TENGAH TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK (TK)

ATAS NAMA TK. FEDIKA PURIL

Memberikan lzin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia
Dini Taman Kanak-Kanak (TK) kepada :
a. Nama Lembaga : TK. FEDIKA PURI

b. Nama Pengelola : JURIA, S.Pd

c. Alamat Lembaga . Jalan Sampur Desa Kebintik

Kec. Pangkalanbaru Kabupaten
Bangka Tengah Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

Pemegang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Taman Kanak-Kanak (TK) ini wajib menaati peraturan dan
pemndang—undangan yang berlaku, wajib menyelenggarakﬁn
pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlraku dan wajib
menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Ban
melalui Dinas Pendidikan Kzabupaten Bangka Tengah.

baga Pendidikan Anak Usia Dini Tamgn
B ol be lama 3 (tiga) tahun dan wajib

berlaku berakhir.

gka Tengah

Izin Operasion ;
Kanak-Kanak (TK) ini berlaku se
diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa
anak wusia dini yang

ila dalam pelaksanaan pendidikan ya
glgacﬂl)enaggarakan olrt):h lembaga tersebut di atas berdasarkan penilaian

Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka ’I_‘cngal:l t:i‘-{ﬁ dsii:léilt dengan
ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional inl y
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: . eliru
diubah dan diperbaiki sebagaimana mcstina;; dalam pen
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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN T
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKA ’I‘ENE(ir2 e
NOMOR : 503/016/IOPSEK~TK/DPMP’I‘K/2018 A

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TAMAN KANAK-KANAK (TK) ATAS NAMA TK. FEDIKA PURI

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Saudari Juria, S.Pd Perihal
Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK)
atas nama TK. Fedika Puri;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangka Tengah Nomor 421.9/784/DINDIK/2018 tanggal
terima 0S Juni 2018, bahwa TK. Fedika Puri direkomendasikan untuk
perpanjangan izin operasional lembaga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan
Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) atas nama
TK. FEDIKA PURI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten
Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4268);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dagz;af
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2914 Nomor 5587’
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonc?sm Nomor S )
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 3ndgg:
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua :.ltlaie rrrilbar agn
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Den"ér8 '(I‘ s
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomf)r )

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
y ;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang ’I}‘\ac'lhrll;lrl;llsztlc‘)ali
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indo_nee;.ll’la(t:1 e Nt
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

5601);



